PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 17 TAHWN 1961
TENTANG
KEDUDLKAN HKUM  NAVA JABATAN (HLAR  PENGHAS LAN DAN
KEUNTUNGAN KEUNTUNGAN LAl NNYA KEPALA DAERAH
KEPALA DAERAH WAKI L KEPALA DAERAH | STI MBWA YOGYAKARTA
DAN WAKI L KEPALA DAERAH Tl NGKAT |

PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang :

bahwa penghasil an dan keuntungan-keuntungan | ai nnya Kepal a Daerah, Kepal a
Daerah/ Vki| Kepala Daerah Istinewa Yogyakarta dan Vékil Kepal a Daerah
tingkat | perlu diperbaiki;

Mengi ngat

a. Pasal 4 ayat (1) Whdang-undang Dasar;

b. Pasal 4 ayat (5) dan pasal 7 Penetapan Presiden Nonor 6 tahun 1959
(di senpur nakan) (Lenbaran- Negara tahun 1959 Nonor 94);

C. Pasal 1 ayat (6) Penetapan Presiden Nonor 2 tahun 1960 (Lenbaran-
Negara tahun 1960 Nonor 11);

d. Peraturan Presiden Nonmor 5 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959

Noror 99) ;

e. Peraturan Presiden Nonmor 2 tahun 1960 (Lenbaran-Negara tahun 1960
Noror 12);

f. Undang-undang Nonor 10 Prp, tahun 1960 (Lenbaran-Negara tahun 1960
Noror 31);

Mendengar

Vékil Menteri Pertanma |, Mnteri Dalam Negeri dan Qonom Daerah dan

Ment eri  Keuangan;
MEMUTUSKAN

Pertama : Mencabut :

a. Peraturan Presiden Nonor 5 Tahun 1959 (Lenbaran Negara Tahun 195 9
Nomor 99) tentang nana jabatan, gelar, kedudukan dan penghasilan
Kepala Daerah serta Kepala dan Vékil Kepala Daerah |[stinewa
Yogyakart a;

b. Peraturan Presiden Nonor 2 Tahun 1960 (Lenbaran Negara Tahun 1960
Nonor 12) tentang nana j abatan dan gel ar, kedudukan, penghasilan dan
| arangan keanggotaan partai politik Vékil Kepal a Daerah tingkat |I.

Kedua :
Menet apkan Peraturan Presiden tentang kedudukan hukum nana jabatan, gel ar
penghasilan dan keuntungan-keuntungan |ainnya Kepala Daerah, Kepala
Daerah/ kil Kepala Daerah Istinewa Yogyakarta dan Wékil Kepal a Daerah
tingkat |I.
Kedudukan hukum nama j abat an dan gel ar.
Pasal 1.

(1) a Yang di mnaksud dengan Kepal a Daerah dan Kepal a Daerah/ Véki l



(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

Kepal a Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Peraturan ini ialah
Kepal a Daerah yang diangkat berdasarkan Penetapan Presiden
Nonor 6 Tahun 1959 (di senpurnakan) tentang Penerintah Daerah.
Yang dinmaksud dengan Veékil Kepala Daerah tingkat | dal am
Peraturan ini ialah Wikil Kepal a Daerah tingkat | yang di angkat
ber dasar kan Penet apan Presi den Nonmor 1 Tahun 1960 tentang Véki |
Kepal a Daerah tingkat |I.

Pej abat - pej abat di naksud dal amayat (1) adal ah pegawai Negara.

Larangan keanggotaan partai politik seperti di naksud dal am Perat uran
Presiden Nonor 2 Tahun 1959 dan Peraturan Presiden Nonor 3 Tahun 1959
berl aku juga bagi pej abat - pej abat tersebut.

a.
b.

C.

Nama jabatan Kepala Daerah tingkat | adalah "Kepala Daerah

tingkat |". Kepal a Daerah tingkat | nenakai gelar "Qubernur”.
Nama jabatan Kepala Daerah tingkat |1 adalah "Kepal a Daerah
tingkat Il1". Kepal a Daerah tingkat Il nermakai gel ar "Bupati".

Nana j abatan Kepal a Daerah tingkat Il Kotapraja adal ah "Kepal a
Daer ah Kot apraj a".

Kepal a Daerah Kotapraja gel ar "Vélikota".

Nama | abatan Kepal a Daerah Istinewa Yogyakarta adal ah "Kepal a
Daerah |stinewa Yogyakarta."

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dapat nenakai gelar
" Qubernur".

Nana j abat an Wki| Kepal a Daerah tingkat | adal ah "Wkil Kepal a
Daerah tingkat 1".

Penghasi | an.
Pasal 2.

Kepal a Daerah tingkat | dan Kepala Daerah |stinewa Yogyakarta
nendapat gaji sebesar Ro. 3.850,- (tigaribu delapan ratus
I'i mapul uh rupi ah) sebul an.

Vékil Kepala Daerah |stinewa Yogyakarta nendapat gaji sebesar
Rp. 3.650.- (tiga ribu enamratus |imapul uh rupi ah) sebul an.
Véki|l Kepal a Daerah tingkat | nendapat gaji sebesar Rp. 3.650, -
(tiga ribu enanmratus |inapul uh rupi ah) sebul an.

Kepal a Daerah tingkat |1 sesuatu Kotapraja yang nenjadi ibukota
Daerah tingkat | nendapat gaji sebesar Rp.3.500,- (tigaribu
|'i maratus rupi ah) sebul an.

Kepal a Daerah tingkat |1, kecuali yang di naksud dal am huruf d,
nendapat gaji sebesar Rp.3.300,- (tigaribu tiga ratus rupiah)
sebul an.

Datas gaji tersebut dalam ayat (1) diberikan tunjangan kel uarga,
tunj angan kemahal an unum tunjangan kenmahal an setenpat dan sunbangan
Negara paj ak pegawai nenurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi
pegawnai Negeri .

Runmah j abat an dan nobil|l atau
al at pengangkut an di nas | ai nnya.



(1)

(2)

(3)

pasal
bagi

(1)

(2)

(1)

Pasal 3.

Untuk Kepal a Daerah, Wkil Kepal a Daerah tingkat | disedi akan sebuah
runah jabatan dengan ketentuan, bahwa bi aya peneliharaan, penakai an
air, penerangan, dan gas untuk rumah itu di tanggung Penerint ah.

Untuk Kepala Daerah Istinmewa Yogyakarta dan Vékil Kepala Daerah
Istinmewa Yogyakarta diadakan peraturan tersendiri nengenai runah
kedi aman dan runah | abat an.

Untuk pej abat-pejabat tersebut dalam ayat (1) dan (2) disediakan
sebuah nobil atau alat pengangkutan |ain dengan pengenudi nya dengan
ketentuan bahwa biaya permakaian untuk keperluan dinas dan
penel i haraan nobil atau al at pengangkutan |ai nnya itu ditanggung ol eh
Pener i nt ah.

aya perj al anan dan bi aya pengi napan.
Pasal 4.
aya perjal anan dan bi aya pengi napan pej abat - pej abat di maksud dal am
1 ayat (1) diganti nenurut peraturan perjal anan di nas dal am Negeri
pegawnai Negeri gol ongan 1.
Tunj angan r epr esent asi .

Pasal 5.

Kepada :
a. Kepal a Daerah tingkat | dan Kepal a Daerah/VWkil Kepal a Daerah
| stinewa Yogyakarta diberikan tunjangan representasi sebesar
Ro. 750, - (tujuhratus |imapul uh rupi ah) sebul an;

b. Kepala Daerah tingkat | diberikan tunjangan representasi
sebesar Rp. 600,- (enamratus rupi ah) sebul an;
C. Kepala Daerah tingkat |1l diberikan tunjangan representasi

sebesar Rp. 500,- (linmaratus rupi ah) sebul an.

Jika terpaksa dikel uarkan biaya representasi yang sel ayaknya tidak
dapat dicukupi dari tunjangan representasi yang diberikan nenurut
ayat (1) diatas, naka pejabat yang berkepentingan dapat nena ukan
pertel aan pengel uaran bi aya-bi aya itu kepada Menteri Dal am Negeri dan
QG onom Daerah yang nenberi kan pengganti an dengan persetuj uan Menteri
Keuangan.

Penghar gaan pada penber henti an
dari j abatan.

Pasal 6.

Pada tiap-tiap akhir nasa jabatannya atau pada waktu berhenti dengan
hormat dari jabatannya, kepada pej abat - pej abat tersebut dal ampasal 1
ayat (1) diberikan penghargaan berupa uang sekaligus untuk setiap
enam bulan nenmangku jabatannya sejumiah sebulan gaji dengan
ket entuan, bahwa penghargaan itu sebanyak-banyaknya berjuntah enam



kali gaji bersih sebul an.
Calam hal ini nasa nenangku jabatan yang kurang dari enam bul an
di bul at kan keatas nenj adi enam bul an penuh.

(2) Apabila penberhentian di sebabkan karena meni nggal dunia, penghargaan
berupa uang sekaligus tersebut diberikan kepada janda dan/atau anak
(anak- anak) nya.

Calam hal ini uang penghargaan ditetapkan sebesar enam kali gaji
ber si h sebul an.

Pegawai Negeri yang di angkat
sebagai Kepal a Daerah atau Wakil Kepal a Daerah tingkat I.

Pasal 7.

Pegawai Negeri yang di angkat sebagai Kepal a Daerah atau wekil Kepal a
Daerah tingkat |, apabila berhenti dari jabatan tersebut, di kenbalikan pada
pangkat nya sebagai pegawai Negeri, kecuali jika Penerintah nenentukan | ain.

Bl aya peneri ksaan, pengobat an dan
per anat an kedokt er an.

Pasal 8.

Peraturan tentang biaya peneriksaan, pengobatan dan perawatan
kedokt eran yang berlaku bagi pegawai Negeri, berlaku juga bagi pejabat -
pej abat tersebut dal ampasal 1 ayat (1).

Tunj angan kecel akaan.
Pasal 9.

(1) Apabila pejabat tersebut dalam pasal 1 ayat (1) karena kecel akaan
nendapat cacat, sehingga ia untuk selanjutnya tidak dapat |agi
nenj al ankan kewaj i bannya, maka dengan tidak nmengurangi ketentuan
dalam pasal 6 ayat (1) kepadanya diberikan tunjangan sekaligus
sebesar enam kali gaji bersih sebul an, disanping tunjangan nenur ut
peraturan-peraturan tentang tunjangan kecel akaan yang berl aku bagi
pegawnai Negeri .

(2) Apabila pejabat di maksud neni nggal duni a karena kecel akaan, tunj angan
sekal i gus sebesar enam kali gaji bersih sebul an tersebut dal am ayat
(1) diberikan kepada janda dan/atau anak (anak-anak)nya, di sanpi ng
tunjangan nenurut peraturan tentang penberian tunjangan istinmewa
kepada kel uarga pegawai yang tewas.

Bl aya pengangkut an/ pemakanman j enazah
dan tunj angan kenati an.

Pasal 10.

(1) Apabila pejabat tersebut dalampasal 1 ayat (1) neninggal dunia, nmaka
bi aya pengangkutan dan biaya penmakanman jenazahnya ditanggung ol eh
Penerintah; jumah biaya tersebut ditetapkan oleh Mnteri dal am
Negeri dan G onom Daerah dengan persetuj uan Menteri Keuangan.



(2) Apabila pejabat tersebut neninggal dunia, naka kepada ahli warisnya
di bayarkan gaji penuh untuk bulan dalam nana ia neninggal dunia,
di sanpi ng tunjangan kemati an sebesar 3 (tiga) kali jumah gaji bersih
sebul an.
Ji ka pejabat tersebut adal ah pegawai Negeri, naka kepada ahliwari snya
tidak diberikan tunjangan kematian yang berl aku bagi pegawai Negeri .

Ket ent uan Penut up.
Pasal 11

Pel aksanaan Peraturan Presiden ini diatur dan disel enggarakan ol eh
Menteri Dal am Negeri dan G onom Daer ah.

Pasal 12.

Peraturan Presiden ini berlaku mulai pada hari diundangkan dan
nenpunyai daya surut sanpai tanggal 1 Januari 1961.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penenpat an dal am Lenbar an Negar a
Republ i k | ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Septenber 1961.
Pej abat Presi den Republ ik | ndonesi a,

ttd.
J. LEH MENA

O undangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Septenber 1961
Pej abat Sekretaris Negara,

ttd.
AW SURIQAD N NGRAT.

l. PENJELASAN UMUM

Penghasi | an dan keunt ungan-keuntungan |ai nnya para Kepala, Daerah,
Kepal a Daerah/Vékil Kepala Daerah Istinewa Yogyakarta dan Vékil Kepal a
Daerah tingkat | dipandang perlu untuk diperbai ki dan di sesuai kan dengan
per kenbangan keadaan pada waktu ini, dimana para Mnteri, Ketua/VékKil
Ketua/ Anggota MPRS, para pegawai Negeri S pil, pejabat-pejabat Kepoli sian,
anggot a-anggota Angkatan Perang, dan lain-lain telah nendapat perbai kan
pul a dal am hal penghasi | an.

Berhubung dengan kedudukan sebagai pegawai Negar a, dengan
nenper hati kan terutanma faktor-faktor berat dan |uasnya tanggung |jawab,
sifat pekerjaan serta nmartabat Kepal a Daerah sebagai al at Penerintah Daerah



dan alat Penerintah Pusat, maka gaji pejabat- pejabat tersebut tidak
nengi kuti peraturan gaji yang berlaku bagi pegawai Negeri S pil dan
di tetapkan secara tersendiri.

PENJELASAN PASAL DEM PASAL.
Pasal 1 sanpai dengan 5.
Ti dak nener| ukan pen;j el asan.
Pasal 6.

(1) Yang di maksudkan dengan gaji bersih, ialah gaji nenurut pasal 2 ayat
(1) ditanmbah dengan tunjangan-tunjangan yang di naksudkan dal am pasal
2 ayat (2) dikurangi dengan potongan paj ak.

(2) Dalam hal penberian penghargaan berupa uang sekaligus sejuntah 6
(enam) kali gaji bersih sebulan kepada janda dan/atau anak
(anak-anak) pejabat yang neninggal dunia, naka jumiah tunjangan
tersebut ditetapkan dengan tidak didasarkan atas nasa jabatan yang
ber sangkut an.

Pasal 7 dan 8.
Ti dak rnener| ukan penj el asan.
Pasal 9.

(1) eraturan-peraturan tentang tunjangan kecel akaan bagi pegawai Negeri

yang ber| aku dewasa i ni adal ah antara | ai n:

: Peraturan Penerintah Nonor 24 tahun 1953 tentang penberian uang
duka/ penghi bur kepada j anda/ahli-waris pegawai yang tewas dal am
nel akukan kewaj i bannya (Lenbaran Negara Nonor 41 tahun 1953).

2. Peraturan Penerintah Nonor 51 tahun 1954 tentang penberian
tunj angan istinewa kepada kel uarga pegawai yang tewas (Lenbaran
Negara tahun 1954 Nonor 92).

3. Peraturan Penerintah Nonmor 52 tahun 1954 tentang penberian
tunj angan cacad (Lenbaran Negara tahun 1954 Nonor 93).

Pasal 10 sanpai dengan 12.
Ti dak nener| ukan penj el asan.

LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 1961 NCMZR 286
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